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ABSTRAKSI

JUDUL : PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH
BERDASARKAN HAK GUNA  BANGUNAN  PADA
PERUMAHAN VILLAKU INDAH I BY PASS KOTA PADANG

| Mama - Joki Mardison, Bp. 010 141 002, Fakultas Hukum Program Ckstensi
Universitas Andalas, jumlah Hal - 72 )

Metode yang digunakan dalam penclitian ini adalah Metode Pendekatan,
vurudis Empiris yanu pendekatan masalah yang dipakai melalui pendekatan
hukum, Metode Sampling yang mana penulis mengunakan sampel berdasarkan
tujuan permasalahan yang diteliti, metode alal pengumpul data yaitu dengan cara,
Studi dokumen dan Wawancara, Dasar hukum pemberian Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik vaitu Keputusan Mentri Negara ¢ Kepala BPN nomor 9 tahun
1997, dart hasi] penelitian Pihak-pihak vang terlibat dalam pemberian kredit pada
perumahan Villake Indah 1 By Pass Kota Padang adalah Pihak Bank Tabungan
Negara (BTN, Konsumen vaite pibak debitur, Pihak Pengembang perumahan
Adapun isi perjanjian Kredit pada perumahan ini yang memuat hasil kesepakatan
antara para pthak vang mana mengikat hasil perjanjian tersebut dan menimbulkan
hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian dalam kepemilikan
perumahan, dalam perjanjian kepemilikan perumahan status hak atas tanah pada
kepemilikan perumahan adalan Hak Guna Banguna (HGB), untuk meningkatar
status Hak Milik atas tanah maka pibak debitur harus melunasi anpsuran kredit
perumahan pada pihak Bank, setelah mendapat tands pelunasan dari Bank, pihak
debitur bisa mengajukan permohonan  peningkatan status  hak pada Badan
Penanahan Nasional {BPN) dan melengkapi syarat-syarat yang dipenuhi oleh
mhak Pemohon vang diminta oleh Badan  Pertanshan  MNasional Kot
Padang Berdasarkan penelitian adapun kendala-kendala yang ditermui dalam
proses pemberian Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan adalah
ndak lenkapnva persyaratan yang dimintz oleh Badan Pertanahan Nasional
AP, Kurangnya penpetahuan pemohon dalam permobonan pengurusan dalam
ceningkatan status Hak Atas Tapah. dan adanya Oknum Pegawai mempersulit
“alam pengurusan pendaflaran Hak Atas Tanah Pada Perumahan vang melakukan
cenimgkatan status haknya pads Badan Pertanahan Nasional Khususnya
“erumahan Villaku Indah T By Pass Kota Padang
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BARB I

PENDAIULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun mengakibatkan peningkatan
pada kebutuhan pokok seperti halnya perumahan. Kebutuhan akan perumahan
menjadi bahan pokok dalam setiap perbincangan karena sangat erat kaitannya
dengan masalah pertanahan,

Undang-undang Pokok Agraria vang berlaku sejak tangpal 24 September
1960 merupakan produk legislatf yang mengatur mengenai  permasalahan
pertanahan di Indonesia. Prinsip yang mendasar pads masalah pertanahan im
Lilam UUPA berpedoman kepada Undang-undang Dasar Megara Republik
‘ndonesia Tahun 1943, Pasal 33 avat (3) yang berbunvi - Bumi, air, dan
cchayaan alam yang terkandung di dalammva dikuasai oleh MNepara  dan
Zpergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.”

Penyernpumaan tersebut kiranya tidak akan berupa pengantian hal-hal
2ny bersifal pokok dari hukun tanah nasional kita, sebagai yang tersiral dan
=reurat dalam Undang-Undang pokok Agraria, Yang merupakan perwujudan
“tla-Sila Pancasila, vang dilandasi semangat Undang Undang Dasar 1945 Seperti
comsepsl. asas-asas, lembaga-lembags hukum dan sistim pengaturannya, yang

=umber utama pada hukum Adat scbagal hukum pasional kita yang asli



dilengkapr dengen lembapa-lembaga hukum baru dalam menampune Kebutuhan
masyarakat nasional dan internasional modern.’

Undzng-undang Pokok Agraria vang melandasi penanganan Pertanahan ini
ditkuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaanya yvang cukup banyak jumlah dan
ragamnya sehingga penerapannys membutuhkan sualu penguasaan materi vang
cukup, baik vang menyangkut objek {tanahnya) mavpun yang menyangkut subjck
(manusia). Khusus mengenai masalah penanganan penyediaan perumahan, salah
salu bentuk pemecabannya adalah memberikan kepada pihak swasta yang
bergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) jalah membangun perumahan yang
swsual dengan  tingkat perckonomian masyarakat pemakainya Salah  satu
contohnya adalah Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR} yang diberikan
oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu cara
-ang dilakukan oleh suatu perusahan dalam menjual rumah vang diperniagakan
memakal fasilitas secara tunai maupun kredit. Pemberan Kredit Kepemilikan
“umah ini merupakan lembaga vang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah
—zsvarakat. Khusus mengenail perjanjiannya tidak diatur dalam suatu Undang-
—lang, fetapt keabsahanya berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah
—setun oleh sipembuatnya.

Lalem pembenian Kredit Kepemilikan Rumah i dalam prakteknva
“emvangkut status hak atas bangunan di tanah konsumen, Dalam ketentuzn

w=nanpan pemnberian Kredit oleh BTN ini status Kepemilikan Rumah Bagi

< Harsono, Hwkwm Aproari fidonesia, Himpunan Poratiran-peraturan Hukum Tameh
van Jakara 2002 hal XK1



=

honsumen diatur dalam suatu perjanjian jangka waktu pembayaran vang telah
disesuatkan dengan pokok-pokok peraturan hak milik dan hak funa bangunun
vang terdapat dalam Lindang-undang pokok Agraria {LTUPA).

Penanpian Pemberian Kredit kepemilikan Rumsh Oleh BTN kepads
masyarakat termasuk jemis perjanjian bersyarat. Dikatakan bersyarat karena dalam
proses mendapatkan kredit harus ada jaminan dari konsumen dan ketentuan Vang
ditetapkan oleh BTN adalah dalam pemberian kredit perumahan disertai dengan
“tatus hak kepemilikan kepada konsumen (debitur),

Setelah beherapa persyaratan vang terlebih dahulu tereantum dalam surat
cerjanjian, barlah proses kepangurusan status hak kepemilikan mulai di
woordinasikan BTN kepada Badan Pertanahan MNasional (BPN) kodya Padang dan

1 sgjalan dengan proses pembavaran kredit. Berdasarkan uraian diatas untuk
cerzlihan hak guna bangunan menjadi hak milik sangat menarik untuk dipaparkan
=fam bentuk skripsi, dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK
MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA
TERUMAHAN VILLAKU INDAH I BY PASS KOTA PADANG™

2. Perumusan Masalah,

Herdasarkan hal-hal yang divraikan diatas dapat dirumuskan beberapa
Toaok permasalahan antara lain:

Pihak vang terlibat dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah pada

perumahan Villaku Indah [ Eota Padang,

Bagainana bentuk dan isi dari perjanjian kredit pada perumahan Villaku

Indah | Kota Padang



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

L. hesimpulan

Berdasarkan pembahasan vang telah dibahas pada Bab-Bah sebelumnva

Zn hasil penelitian dilapangan  serta dapat penulis kemukakan beberapa

c=simpulan yang telah penulis kumpulkan sebagai berikut -

1.

L)

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan perumahan dan tanah
pada perumahan Villaku Indah 1 adalah -
a. Pihak Bank vaitu Bank KPR-BTN
b. Pihak konsutnen sebagai debitur,
¢. Pihak pengembuang vaitu Koperasi Pegawai MNegeri TK. 11
Kota Padang,
Bentuk dan isi perjanjian pada perumahan Villaku Indah | By Pass
kota Padang,
4. Bentuk perjanjian pada perumahan ini adalsh perjanjian baku
atau standar kontrak.
b. Isi perjanjian pada perumahan ini mengenai -
a. Tentang hak dan kewajiban Developer / Pengembang
b. Tentang hak dan kewajiban Bank Tabungan Negara (BTN)
. Tentang hak dan kewajiban konsumen.
Peralthan  Hak Guna Bangunan menjadi Hak  Milik pada

perumahan Villaku Indah | adalah setelah ada pelunasan kredit
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perumahan  pada  Pihak Bank, maka pihak  debiur  dapat
mengajukan  permohonan  kepada  Badan Perlunahan
Nasional{ BFN) untuk meningkatkan status hak atas tanah.
I, Saran
Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada Bab-Bab yang telah Penulis
cembangkan maka penulis dapat mengemukakan saran terhadap cura Pelaksanaan
“emberian Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Hak Guna Bangunan pada
“zrumahan Villaku Indah 1 Kota Padang sebagai berikut:

1. Para pthak yang berkepentinpan dalam pelaksanazn pemberian
fasilitas perumahan kepada para debitur, harusiah terebih dahuly
menyelesaikan  sengketa-sengketa  dalam pemberian  fasilitas
perumahan sepert ;

- Jumlah luas tanah vang pas

- Ukuran rumah atau Type

- Bentuk perjanjian yang diberikan kepada konsumen

Supaya dalam hal i para pikak tidak akan merasa dirngikan
dalam status kepemilikan perumahan vang dikembangkan oleh
pihak Developer dan pihak vang memberikan fasilitas kredit dalam
hal int yang bertindak adalah KPR-BTN.

1 Pihak pemerintah harus mengawasi prosedur  pemberian fasilitas
perumahan kepada masyarakat supaya tidak terjadi  kesalahan-

kesalahan vang dilakukan oleh pihak pengembang seperti ;
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- Jumlah rumah vang dibangun atan izin yang diberikan oleh
Pemerintah melalui Dinas Fata Ruang dan Tata Bangunan Kota
Padang senta fasilitas seperti Mesjid dan {asilitas umum Tainya
yang diberikan oleh pihak pengembang bag  penshuni
perurmahan tersebut serta Tata letak jalan vang ada dalam
komplek perumaban yang sesuai dengan Izin vang dikeluarkan.

3. Pihak debitur sebelum melakukan perjanjian kepermilikan perumahan
harus terlebib dahulu melihat dan meneliti rumah yang akan diamlxl
apakah sesuai atau tidak dalam perikatan vang dibuat.

4. Untuk melaksanakan permohonan status Hak Milik atas Tanah
Berdasarkan Hak Guna Bangunan, pihak pemohon terlebih dahuly
melengkapl syarat-syvarat vang telah ditentukan oleh pthak Badan
Pertanahan Masional, supaya tidak dipersulit dalam pengurusan oleh

oknum pegawal instansi terscbut,

]

Agar pimpinan instansi-instansi terkait dalam hal pemberian fasilitas
perumahan 1ni, supaya belajar Emosional Spritual Quantity (ESQ)
supaya mercka bertanggung jawab dalam tugasnya, memiliki mental
vang bailk dan menghargai sesama, memiliki disiplin dalam bekerja,
paham dalam tugas dan perannya menjalankan kewajiban pelavanan
lerhadap publik disini kita melihat banvak pihak ataw oknum pesawai
bermain dan mengekspos fasilitas umum untuk kepentingannya sendiri
dengan fasilitas yang ada pada saat mereka menjabat pimpinan Instansi

tersebut, i terlihat dan hastl penclitian penulis dari wawancara
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